Menimbang

Mengingat :

WALIKOTA TERNATE

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal
322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3824) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4338);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan = Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun
2019 Nomor 198);



Menetap

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

kan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat:

g.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha

MmO AN o

. laporan realisasi anggaran;

.laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;
.laporan operasional;

. laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

milik daerah/perusahan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud

Pasal 2

dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

a.
b.

C.

Pendapatan
Belanja
Surplus/Defisit
Pembiayaan :

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Pembiayaan Netto
SILPA sebelum koreksi
Koreksi SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan

Pasal 3

Rp. 945.313.760.645,52, -
Rp. 943.351.349.388,26.-

Rp. 1.962.411.257.26,-

Rp. (4.806.514.549,84)
Rp. - -

Rp.(4.806.514.549,84)
Rp. (3.530.847.212,58)
Rp. 0,00,-

Rp.( 3.530.847.212,58)

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut:



a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 98.599.981.635,48,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan
Setelah Perubahan Rp. 1.043.913.742.281,00,-
2. Realisasi Rp. 945.313.760.645,52,-
Selisih Lebih (Kurang) Rp. (98.599.981.635,48,-)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.101.377.556.425,74,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja
Setelah Perubahan Rp. 1.044.728.905.814,00
2. Realisasi Rp. 943.351.349.388,26
Selisih Lebih Kurang Rp. (101.377.556.425,74)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp. 352.605.995,47 dengan rincian sebagai berikut:
1. Surplus/(defisit)

Setelah Perubahan Rp.(1.628.273.333,00)
2. Realisasi Rp. 1.275.667,337,26
Selisih Lebih Kurang Rp.2.903.940.670,26

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp.( 4.806.514.549,84) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Rp. (0,00)
2. Realisasi Rp. (4.806.514.549,84)
Selisih Lebih Kurang Rp.( 4.806.514.549,84)

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pengeluaraan

Pembiayaan Rp.0,00
2. Realisasi Rp.0,00
Selisih Lebih (Kurang) Rp.0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
Rp.( 4.806.514.549,84) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Neto Rp.0,00
2. Realisasi Rp.( 4.806.514.549,84)
Selisih Lebih Kurang Rp.( 4.806.514.549,84)
Pasal 4

sejumlah

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2020 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Awal SAL Rp.( 4.806.514.549,84)
b. SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran Rp.(3.530.847.212,58)
c. Saldo Akhir SAL 2020 Rp.( 3.530.847.212,58)



Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢, sampai dengan
31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 2.602.418.167.701,18

b.Jumlah Kewajiban Rp.41.147.173.330,20

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.561.270.994.370,98
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, adalah
sebagai berikut :

a. Pendapatan LO Rp. 986.548.905.172,30

b. Beban LO Rp. 837.734.912.991,66

c. Surplus/Defisit Dari Operasi Rp. 148.813.992.180,64

d. Defisit Penghapusan Aset Rp. 40.588.000,00

e. Defisit dari Keg Non Operasional Rp. 0,00

f. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp. 148.773.404.180,64

g. Beban Luar Biasa Rp. 33.318.441.938,00

h. Surplus/Defisit-LO Rp. 115.454.962.242,64
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e, untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai
berikut :

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2020 Rp. 497.494.798,33

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 190.012.597.224,55

c. Arus kas Bersih dari Investasi/

Aset Non Keuangan Rp.(187.809.830.361,00)
d. Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp.(0,00)
e. Arus kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp.( 2.652.023.804,46)
f. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00
g. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 1.036.132,00
h. Kas di FKTP Rp. 946.255.465,02
i. Kas di Bendahara BOS Rp. 33.301.183,29
j- Kas di BLUD Rp. 442.791.289,88
k. Kas Lainnya Rp.961.426.065,45

1. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2020 Rp. 2.433.047.993,06

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f,
yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 2.445.426.904.860,11
b. Surplus /Defisit-LO Rp. 115.454.962.242,64
c. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0,00

d. Koreksi kuitas lainnya Rp.( 389.127.268,23)

e. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp. 0,00

f. Ekuitas Akhir Rp. 2.561.270.994.370,98



Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g,

Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

o

@R e a0

Lampiran I
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiranl.4

Lampiran .5
Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran .10
Lampiran .11

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

: Laporan

: Laporan Realisasi Anggaran;
: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut Urusan Pemerintahan Daerahdan
Organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan Pemerintahan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

Daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

: Rekapitulasi, realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka Pengelolaan keuangan
Negara;

: Daftar piutang daerah;
: Daftar Penyertaan Modal (investasi)

daerah;

: Daftar Realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar realisasi penambahana dan

pengurangan aset lainya;

: Daftar kegiatan- kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

: Daftar dana cadangan daerah; dan
: Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerabh.

Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

: Neraca;

: Laporan Operasional;

: Laporan Arus Kas;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Catatan Atas laporan Keuangan; dan

: Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan

Daerah.



Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah tercantum dalam lampiran IV.1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 agustus 2021

WALI TA TERNATE,

M. TA ID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS D KOTA TERNATE,

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 207

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU
UTARA NOMOR ( 1 /2021)

Salinan\sesuai dengan aslinya

PENATA Tk.I
NIP: 19830627 2008 03 1 001



